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Abstract

This research aims at determining the sectors, which have regional
superiority in Wonogiri, as the consequence of the implementation of
Regulation 22/1999 and 25/1999. Furthermore, it also finds out de-
terminant factors, which cause positioning, and repositioning these
sectors.

LQ (Location Quotion) and DLQ (Dynamic Location Quotion) are
used to determine superior sectors, and to identify determinant factors
causing positioning and repositioning superior sectors, SSA (Shift
Share Analysis) is used on this research.

The result of this research indicates that statically, superior sectors in
Wonogiri are: Agriculture; transport and communication ; Services,
and Financial, ownership and business services. The sectors which
are hoped to become superior in the next time are: Financial, owner-
ship and business services; Agriculture, and Services. Positioning and
repositioning superior sectors in Wonogiri are caused by Location
superiority.

Keywords: Location Quotion, Dynamic Location Quotion, Shift
Share Analysis and Location Superiority

PENDAHULUAN

Pada akhir-akhir ini Otonomi Daerah menarik perhatian dan
menjadi diskusi yang meluas dikalangan masyarakat. Ditetapkannya
UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 adalah sebagai pengganti dari
UU No. 5/1974 yang telah terbukti memiliki kelemahan mendasar.
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Candra Fajri Ananda (1999) mengemukakan bahwa UU No. 5/1974
lebih banyak menitikberatkan kepada penyelenggaraan pemerintahan
yang sentralistik ketimbang desentralistik, pemerintah yang sentralis-
tik ini terselubung melalui pelaksanaan dekonsentrasi. Karena me-
mang dekonsentrasi ini merupakan penghalusan daripada sentralisasi,
dan merupakan sarana yang paling ampuh bagi seperangkat birokrasi
untuk menjalankan praktek sentralisasi, yang mengakibatkan daerah
selalu tergantung dari pusat, yang pada gilirannya perwujudan keman-
dirian daerah selalu terhambat.

Dengan bergulirnya era reformasi, dikeluarkannya Undang-
Undang No. 22/1999 dan Undang-Undang No. 25/1999 diharapkan
mampu membawa nuansa dan paradigma baru yang jauh dari UU
sebelumnya. Daerah tidak lagi sebagai komponen desentralisasi
administrasi dan otonomi birokrasi, tetapi sudah diberi kewenangan
untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, di mana Undang-
Undang ini mampu memberikan warna yang jelas dan lebih
menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran-peran masyara-
kat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah.

Secara politis Undang-Undang No. 22/1999 dan Undang-
Undang No. 25/1999 merupakan pembalikan sistem sentralistik dan
merupakan koreksi model perencanaan pembangunan tradisional Top
down yang implikasinya menuntut kemandirian daerah (Agustaf,
1999). Orientasi terhadap kebijaksanaan otonomi daerah menjadi
suatu kekuatan bagi daerah yang sangat memungkinkan daerah untuk
melakukan optimalisasi semua resources-nya.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan UU No. 22/1999 dan
UU No.25/1999 tersebut di atas, Daerah Tingkat II dalam hal ini perlu
jeli dalam memberdayakan potensi alam setempat agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna, dalam rangka meningkatkan hasil daerah.
Selain itu, perlu juga upaya agar setiap Daerah Tingkat II memiliki
keunggulan tertentu yang berbeda dengan Daerah Tingkat II yang lain.
Antisipasi yang perlu dilakukan adalah menentukan sektor apa pada
Daerah Tingkat II ini yang menjadi sektor bisnis (unggulan) diban-
dingkan dengan DATI II yang lain. Dengan demikian, maka pemba-
ngunan dapat diarahkan pada pengembangan dan pembinaan keung-
gulan tersebut di masa mendatang.
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ECONOMIC BASE THEORY

Teori ini dikemukakan oleh Harry W Richardson yang menya-
takan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah
adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan-
jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang mengguna-
kan sumberdaya-sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan
baku untuk diekspor, akan menghasilkan kelayakan daerah dan
menciptakan peluang kerja (job creation).

Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan
mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenang-
kan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga
dapat menghasilkan ekspor.

Masalah kini adalah daerah mana yang akan digunakan sebagai
pembanding? Sektor X pada daerah A barangkali kalah bersaingan
dengan daerah B, tetapi bisa saja menang dengan daerah C. Untuk
mengatasi masalah ini, maka digunakan daerah himpunan sebagai
pembanding. Misalnya Kabupaten Wonogiri dibandingkan dengan
Propinsi Jawa Tengah sebagai wakil dari rata-rata seluruh Daerah
Tingkat II yang ada di Propinsi Jawa Tengah (daerah himpunan). Jika
pangsa sektor di suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan rata-
rata pangsa di seluruh daerah bagian yang tergabung dalam daerah
himpunan, maka dapat disimpulkan bahwa sektor daerah tersebut
unggul dibandingkan umumnya daerah bagian yang lain, dan sebalik-
nya.

Rumusan perbandingan antar pangsa suatu sektor pada suatu
daerah dengan pangsa sektor tersebut dengan daerah himpunan,
disebut Location Quotion (LQ) dengan formulasi sebagai berikut:

X in
Yn

X;
P
Dengan X;, adalah nilai tambah sektor ( i ) di daerah ( n), X;
adalah nilai tambah sektor ( 1 ) di daerah himpunan, Y, adalah PDRB
daerah ( n ), dan Y adalah PDRB daerah himpunan. Misalnya mencari

indeks LQ sektor listrik dan air bersih untuk Wonogiri pada tahun
1993, di mana didapat nilai tambah sektor listrik dan air bersih

Lo=
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Wonogiri ( Xin ) pada tahun 1993 sebesar 2.644,30 dan PDRB
Wonogiri ( Y, ) sebesar 639.428,70, nilai tambah sektor pertanian di
Jawa Tengah ( X; ) sebesar 228.414,71 dan PDRB Jawa Tengah ( Y )

sebesar 33.978.899,16 sehingga LQ dari sektor listrik dan air bersih
sebesar 0,62.

Nilai LQ mulai dari 0 dengan nilai 1 sebagai patokan karena
nilai 1 menyatakan bahwa pangsa sektor di daerah bagian sama
dengan pangsa sektor di daerah himpunan. Itu berarti kalau LQ<1,
berarti sektor tersebut bukanlah sektor unggulan bagi daerah, karena
masih kalah dengan sektor itu di daerah lain dalam daerah himpunan-
nya. Sebaliknya apabila LQ>1 berarti sektor tersebut merupakan
sektor unggulan bagi daerah. Dalam contoh di atas sektor listrik dan
air bersih bukan merupakan sektor unggulan bagi pertumbuhan ekono-
mi Daerah Tingkat II Wonogiri.

Kelemahan LQ adalah bahwa kriteria ini bersifat statis yang
hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu (Yuwono, 1999).
Artinya. bahwa sektor basis (unggulan) tahun ini belum tentu akan
menjadi sektor unggulan di waktu yang akan datang, sebaliknya sektor
yang belum unggul pada saat ini mungkin akan unggul (menjadi
sektor basis) di masa yang akan datang.

Untuk mengatasi kelemahan sehingga dapat diketahui peruba-
han atau reposisi sektoral digunakan varians dari LQ yang disebut
Dynamic Location Quotion ( DLQ ), yaitu dengan mengintroduksikan
laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral
maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun
sendiri-sendiri selama kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak,
dengan formulasi sebagai berikut:

Xino(l'*'giny
LO= Yno(l'*'gn)t
Xio(l'*'Giy
Y,(1+GY

Dengan g;, adalah rata-rata laju pertumbuhan sektor ( i ) di
daerah ( n ), G; adalah rata-rata laju pertumbuhan sektor (i) di daerah
himpunan, g, adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB di daerah ( n ),
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dan G adalah rata-rata pertumbuhan PDRB di daerah himpunan. Atau
dengan asumsi bahwa pada awalnya X/ Yno = Xio/ Yo, maka persama-
an di atas dapat dimodifikasi sebagai berikut:

t
LQ:{(Hgm)/(Hgn)}
(1+G;)/(1+G)

Misalnya untuk melihat posisi dan reposisi sektor pertanian dari
PDRB DATI II Wonogiri dari tahun 1993 - 1998 didapat rata-rata laju
pertumbuhan sektor pertanian Wonogiri ( gin ) sebesar 5,02%, rata-rata
laju pertumbuhan sektor pertanian di daerah Jawa Tengah ( G; )
sebesar —0,09%, rata-rata laju pertumbuhan PDRB Wonogiri ( g, )
sebesar 3,13%, rata-rata laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah ( G )
sebesar 2,45% dengan t = 5 tahun sehingga DLQ sektor pertanian
sebesar 51733,33.

Tafsiran atas DLQ pada dasarnya masih sama dengan LQ,
kecuali perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan
dengan angka 1 sebagai patokan. Apabila DLQ < 1, berarti proporsi
laju pertumbuhan sektor ( I ) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah
( n) lebih rendah dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor yang
sama pada PDRB daerah himpunan, dan sebaliknya.

FAKTOR PENENTU PERUBAHAN SEKTOR UNGGULAN
DAERAH

Metode LQ maupun DLQ hanya menunjukkan posisi dan repo-
sisi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi daerah, tanpa membahas
sebab perubahan tersebut. Pemahaman untuk mengetahui faktor
penyebab terjadinya reposisi sektoral adalah sangat penting karena
merupakan kunci dasar untuk mengetahui kemampuan daerah untuk
mempertahankan sektor unggulan dalam persaingan.

Untuk mengetahui perubahan sektor atau reposisi sektoral digu-
nakan Analysis Shift Share dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Indeks Total Keuntungan Daerah (ITKD) sebagai
selisih dari laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan per-
tumbuhan PDRB daerah himpunan yang mewakili rata-rata laju
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pertumbuhan PDRB dari seluruh daerah bagian, yang diformula-
sikan sebagai berikut:

ITKD = (g.- G )

Misalnya rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonogiri
selama tahun 1993-1998 sebesar 3,13 pertahun dan rata-rata laju
pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 2,45 pertahun, maka
ITKD Kabupaten Wonogiri sebesar 0,67. .

2. Dari keunggulan daerah secara total di atas, kemudian dapat dihi-
tung keuntungan yang diperoleh oleh daerah bagian jika diban-
dingkan daerah bagian mempunyai laju yang sama dengan daerah
himpunan, yaitu dengan mengalikan ITKD dengan PDRB daerah
bagian yang disebut Total Shift Share, dengan formulasi sebagai
berikut:

TSS=(gn _G)Yno

Dari nilai ITKD Wonogiri sebesar 0,67 dapat dicari nilai TSS
dengan mengalikan PDRB Wonogiri pada tahun awal sebesar
639.428,70 sehingga TSS Wonogiri sebesar 428.417,229.

Artinya ITKD tersebut memberikan keuntungan sebesar
428.417.229 juta atau 0,43 milyard (dibulatkan).

Persamaan diatas (TSS) dapat diuraikan dengan memasukan gin
dan Gi dan ditambahkan untuk sektor tersebut menjadi:

TSS = 2(gn-8in)Xino + 2(Gi-G)Xino + 2(2in-Gi)Xino-

Dengan 3(Gi-G)Xino-2(gn-Lin)Xino adalah Structural Shift Share
yaitu perbedaan laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan
daerah himpunan yang terjadi karena perbedaan pangsa sektoral
kendati laju pertumbuhan sektoral tepat sama. Sedang 2(gin-Gi)Xino
adalah Location Shift Share yaitu perbedaan laju pertumbuhan PDRB
suatu daerah bagian dengan daerah himpunan yang terjadi karena

Analisa Economic Base ... (Suyatno) 149




perbedaan laju pertumbuhan sektoral, kendati pangsa sektoral daerah
bagian tepat sama (Wijayanto, 1999). Nilai 0 menyatakan bahwa
pangsa sektoral daerah bagian tepat sama dengan daerah himpunan,
dengan laju pertumbuhan sektoral yang tepat sama. Nilai positif atau
negatif menunjukkan keuntungan yang dinikmati atau kerugian yang
diderita daerah bagian atas keunggulan atau kelemahan struktur atau
lokasi daerah terhadap daerah lain dalam daerah himpunan.

KASUS DATI 11 Wonogiri

Daerah Tingkat II Wonogiri mempunyai sifat daerah dengan
karakteristik yang didominasi sektor primer. Kondisi ekonomi dan
perkembangannya dapat diamati dari PDRB 1997 atas dasar harga
konstan 1993 sebesar Rp 778.762,77 juta, yang didominasi sektor
primer sebesar 45,43% menyusul kemudian sektor perdagangan, hotel,
dan restoran sebesar 13,92% dan sektor jasa-jasa yang terdiri dari
pemerintahan dan swasta sebesar 13,62%.

Pada akhir tahun 1998 PDRB Wonogiri mengalami pertumbu-
han negatif menjadi Rp 742.361,47 juta. Kondisi ini disebabkan
karena perekonomian nasional terkena dampak krisis yang berakibat
pada laju pertumbuhan ekonomi daerah Wonogiri.

Dalam tahun yang sama PDRB Jawa Tengah juga mengalami
laju pertumbuhan neatif yang pada tahun 1997 sebesar Rp
43.129.820,90 juta pada akhir tahun 1998 menjadi sebesar Rp
37.793.149.49 juta.

Keunggulan Kabupaten Wonogiri dibandingkan dengan DATI 11
yang lain di Jawa Tengah dapat dibaca pada lampiran 2.

Dilihat dari nilai LQ statis, ada empat sektor yang menjadi basis
pertumbuhan ekonomi di DATI II Wonogiri, yang didominasi oleh
sektor pertanian disusul kemudian sektor pengangkutan dan komuni-
kasi serta kemudian sektor jasa-jasa dan sektor keuangan, persewaan
dan jasa usaha, sementara lima sektor yang lain tidak dapat diunggul-
kan terhadap DATI II yang lain di Jawa Tengah.

Jika dilihat dari nilai DLQ (lihat lampiran 4), ada tiga sektor
yang dapat diharapkan untuk unggul dikemudian hari, dalam hal ini
sektor keuangan, persewaan, dan jasa-jasa (3.884.574,56) walaupun
dilihat dari nilai LQ statis tahun 1998 sektor ini menempati urutan
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terakhir dari sektor basis tahun 1998. Urutan kedua dari nilai DLQ
adalah sektor pertanian (5.173,33) dan terakhir sektor jasa-jasa
(222,97). Sehingga untuk sektor-sektor basis tahun 1998 belum
mengalami reposisi dan dapat diharapkan untuk unggul dikemudian
hari kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi.

Jika dilihat dari nilai TSS, DATI I Wonogiri telah diuntungkan
sebesar 0,43 milyard dengan laju pertumbuhannya selama lima tahun
itu dibandingkan jika bertumbuh sama dengan laju pertumbuhan
Propinsi Jawa Tengah. Keuntungan tersebut diperoleh dari sumbangan
positif keunggulan lokasional.

Keunggulan lokasional tersebut terjadi karena:

a. Wonogiri sebagian besar terdiri dari daerah pertanian dimana pada
kondisi krisis, laju pertumbuhan sektor ini di Jawa Tengah menga-
lami pertumbuhan negatif, tetapi di Wonogiri sektor ini tetap
menunjukkan nilai laju pertumbuhan yang positif.

b. Di Wonogiri terdapat beberapa objek pariwisata yang cukup
terkenal terutama objek pariwisata Waduk Gajah Mungkur sehing-
ga banyak penduduk yang datang ke daerah Wonogiri sehingga
memberikan sumbangan terhadap sektor jasa-jasa, khususnya jasa
hiburan dan rekreasi. Keunggulan lokasional di sektor ini juga
berpengaruh pada sektor pengangkutan dan komunikasi serta
sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa schingga memberikan
keuntungan bagi daerah.

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 22/1999 dan Undang-Undang No. 25/1999
sebagail suatu perwujudan demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi
daerah, dan terlepas dari berbagai kelemahan yang terkandung dalam
UU tersebut maka setiap Daerah Tingkat II perlu mempersiapkan

potensi sumber daya yang ada untuk menghadapi implementasi kedua
UU tersebut.

Dalam bidang perekonomian Daerah Tingkat II dalam hal ini
perlu jeli dalam memberdayakan potensi alam setempat agar lebih
berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan hasil daerah.
Selain itu, perlu juga upaya agar setiap DATI II memiliki keunggulan
tertentu (menjadi sektor basis) dibandingkan dengan DATI II yang
lain.
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Kondisi Daerah Tingkat II Wonogiri menunjukkan bahwa sektor
unggulan sekarang ini kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi
masih dapat dipertahankan untuk unggul di masa mendatang. Keung-
gulan DATI IT Wonogiri terutama disebabkan oleh faktor lokasional.
Namun, ada beberapa sektor yang memiliki keunggulan lokasional
yang belum dimanfaatkan dengan baik yaitu sektor pengangkutan dan
komunikasi serta sektor listrik dan air bersih.

Hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II
Wonogiri adalah dominasi beberapa sektor justru mengurangi keman-
faatan, sementara sektor dominan tidak memberikan keuntungan kare-
na laju pertumbuhan sektor ini (dilihat dari nilai DLQ) lebih rendah
dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di Jawa Tengah. Dengan
demikian perlu diadakan kebijakan yang lebih memperhatikan
pemberdayaan sektor-sektor yang secara dinamis unggul agar menjadi
sektor unggulan yang dominan di kemudian hari. Di masa mendatang
perlu disusun program yang lebih intensif agar sektor yang memiliki
keunggulan lokasional ikut serta menikmati keunggulan yang dimiliki.
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